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ABSTRAK

negakkan hukym dengan kesungguhan dan
an contoh teladan bagi aparat, sekaligus teladan
kan ilmu hukym tidak terlepas dar; usaha dalam
-nilai keilmuan dalam penegakan hukum berkaitan
kumanusia dalam penegakan hukum, yakni kegiatan
untuk memecahkan permasalahan yang tengah dikaji
makin baik, tepat, dan cermat dalam menempatkan
ai subjek perbaikan, Sedangkan memahamkan moral

-usaha rasional meletakkan penilaian baik dan buryk
menjadi dasar dan keyakinan sebagai pelaksanaan tuntunan Tuhan dalam

menjalankan agama. Harapan masyarakat, aparat menjadi benteng pertahanan
dan pencegahan dalam penegakan hukum, Kenyataan aparat penegak hukum 3
¥ang notabenenya memiliki kekuasaan untuk menerapkan dan melaksanakan g
fiukum, cenderung berpikir hukum parsial, selain dihinggapi penyakit korupsi

Suap). Memadukan ilmu hukum pidana dan moral dalam konsep integrasi

tdak saja membentengi watak penegakan hukum Indonesia yang religius
Permoral, melainkan upaya menjawab kegagalan penegakan hukum pidana,
Dalam pengertianintegrasi, maka gambaran hukum tampak nyata, . ‘
telatif dan kontekstual, Dengan kata lain, hukum dipahami sebagai konsm‘ﬂfsn
Menta) yang bersifat relatif, majemuk, beragam, inhmsxble, lokal, dan spesifik.
P"“)’L'maian nilai-nilai spiritual dan humanis sebagai bag

jian kultur hukum
“Parat penegak hukum dimaknai dan dihayatisecara mendn?m-n. Sistem hukum
“¥ional harus menjadi pijakan untuk membangun kembali sistem penegakan
"kum Indonesia yang berbasis pada Pancasila dengan penegasan,

Aparat penegak hukum, me
perlanggung jawab, merupak
hagi masyarakat, Memaham
jaitannya menegakkan nilaj

sifatnya yang

yaitu: (1)
lsafay teori, dan ilmu hukum baru yang memiliki, (2) landasan religiusitas,
’ ’
\mkolnh Tinggi llmu Hukum (STIH) Muhammadiyah, Kotabupni.
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moral, dan spiritual manuasia I A hukum |.,.m]‘,g\“...,‘| l)l"n,;,;,
¢ 5 !

lonesia bahw

- Py
kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia

- kf“‘“" Integrasi ilmu hukum, Pidana dan moral, Nilai spiritual g
humanis, Penegakan hukum )

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan sistem peradilan pid

ana mewujudkan tujuan’ penegal
hukum, bergantung sejauhmana apar ) penegal

at penegak hukum (penyidik p
“u olis
1ksa penuntut umun i y POy
Jé 1 dan hakim) mengemban dan melaksanakan tugas (.,

wewenangnya secara bertanggung jawab dan profesional,

Aparat pcr}egak hukum yang baik, akan berusaha melaksanakan tugs,
d.m.l.mggung jawab dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati berdas.).-k.;f
pertimbangan keilmuan hukum dan moralnya. Sebaliknya aparat pcn%n
hukum yang tidak baik, akan melaksanakan lugas dan tanggungjawab dengjj
sembrono, tidak bertanggung jawab, bahkan melawan hukum. Aparat Pent'ga':
hukum yang melaksanakan hukum dengan kesungguhan dan bertanggyp,
jawab, merupakan contoh teladan bagi aparat penegak hukum sekaligus telada;
yang baik bagi masyarakat.

Aparat penegak hukum yang baik akan memahamkan ilmu hukum tida}
terlepas dari usaha-usaha dalam kaitannya pengembangan nilai-nilai keilmuan
yang erat kaitannya dengan mengatur perilaku manusia dalam penegakar,
hukum, yakni adanya kegiatan penggagasan berpikir baru dalam memecahkan
permasalahan yang tengah dikaji denganjawaban yang semakin baik, tepat, dan
cermat serta menempatkan eksistensi manusia sebagai subjek perbaikan. Tidak
terlepas dari keyakinan melaksanakan tuntunan Tuhan dalam menjalankan
agama dalam mempertimbangkan penilaian baik dan buruk. Mengedepankan
moral, tidak hanya dalam bentuk lahiriahnya saja, tetapi juga rohaniahnyz,
tujuan hidupnya, sifat-sifatnya dan hubungan dengan TuhanNya.

Karena itu integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam penegakan hukum
menyodorkan nilai-nilai, yang dipandang mampu membcrik:}n d(')run;‘.t'f':
kepada polisi, jaksa dan hakim mcngcjawnnlz.x'l.\km'\ dal:m.\ .‘fctmp tupla?ﬂ:
hukum. Aparat penegak hukum apabila tidak dijiwai oleh nilai moral (akhlay)

i i ] 3 ol W

1 Mardjono Rekso Diputro numr,gnmharkgn sistem peradilan pnian“l fwl“.)dhz!lb‘;wv‘

sistem yang bc):luium\ untuk memnggu!angi kc;nhnlnn. I)(-nga'n 'konscp u:l w(:‘,‘;:r;a .

sistem peradilan pidana berisi substansinya: (i) r.ncna-;',a.h masyarakal Ql:n)‘:, ;e

L ‘ahatan, (i) menyelesaikan kejahatan yang lgqfldi :~ch-|-r.\ggd masyarakat p by
k:‘}:di‘hn iclal\ ditegakkan dan yang, persalah dipidana (iii) berusaha agar mercks

i i pe jono Reksodiputro. ]
oji tidak mengulangi perbuatannya. Mardjono g
ilahmeleier S0 TItam I’idmu%, Kurmpulan Karangan Buku Kedua PPKPH UL Jal™

» 1 ¥ - 3 l . ' : ‘ '
flnml&‘)"l’:\:;\i‘:’],uig”:{'\ﬁ:‘;: '19‘)9, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidm?
um. . 3 ’

Undip, Semarang, him. 97. ;
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ditempatkan di kursi panitera dan kursi hakim bukan sekedar untuk mg
nafkah, tetapi mengemban svatu misi, yaitu agar setiap orang, setiap v:‘ .
negara, kaya ataupun miskin, pandai maupun bodoh, pria maupun W;:r :
anak kecil maupun kakek atau nenek, orang desa maupun orang kota, y, :r ¥
negara maupun warga negara asing, semuanya akan memperoleh keag;
Tidak hanya sesuai dengan ketentuan harfiah pasal-pasal di dalam ung,
undang, tetapi terlebih-lebih gesuai dengan rasa keadilan, kepatutan ‘
kewajaran berdasarkan pertimbangan hakim yang bijaksana, seimbang dan
berperikemanusiaan, yang bersumber pada persatuan bangsa dan aargy
Tuhan Yang Maha Esa. ,

Juga para Jaksa dan Polisi begitu mudah tergiur oleh tumpukan “ang dan i
lupa bahwa apapun yang ia lakukan sehari-hari adalah untuk dan atas ngy,
negara Republik Indonesia. Jika ja menerima tindak pidana suap, maks j,
lakukanjuga atas nama Negara Republik Indonesia, schingga Republik Indoneg,
menjadi penerima tindak pidana suap, penjahat atau bahkan pembunuh akiby
perbuatan terkutuk Jaksa dan atau Polisi.”

Penelitian mengenai suap, dimulai pada 2002 oleh Indonesia Corruptios
Watch (ICW). Penelitian sejenis pun dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas)Mafiy
Hukum pada 2010, selanjutnya di tahun yang sama, Teddy Asmara menulis
disertasi mengenai kultur hukum ekonomi hakim. Hingga akhir tahun 2016 inj,
diantaranya penulis sendiri melakukan penelitian tentang tindak pidana suap
yang melibatkan aparat penegak hukum menggambarkan situasi yang belum
berubah, meskipun terdapatlembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasas
Korupsi (KPK).

Sulit dijelaskan dengan pemahaman positivisme hukum. Apabila tidak
seksama dan detail serta tidak berada dalam eksperiensi. Realitasnya dalam
penegakan hukum berkembang subkultur prosedural dan subkultur suap
dalam kultur hukum.® Konstruksi mental aparat dalam penegakan hukum
bisa dikatakan mempunyai kecenderungan: (1) menggampangkan hukum, o]
tebang pilih, (3) Membatasi jangkauan hukum, (4) mempersempit pemaknaas
hukum, (5) memanfaatkan berat-ringannya ancaman pidana.

1) Menggampangkan Hukum 3
Konstruksi berpikir hukum menggampangkan hukum berasal 43

mentalitas berikut:

' A atal
2. mentalitas yang {amban dan tidak mau berusaha meneliti fakta-fakta ks

lidak mau mendalami suatu kasus korupsi yang, rumit discbabkﬂ'“:m
Per%Pthif legal formal yang dipahami selama ini. Dalam pengertiatt =

eyt : 5 wolaah KH
&  Slamet Haryadi, 2016, Inlegrasi lmu Hukum Pidana dan Moral, Suatu Te t[hl o

Hukum Tenlang Pencegahan T indak Pidana Syu,w yamig Mc{ilrcalcl;avx A;::\r:zl Penegak
Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjunghurang: Disertasi Undip, Semar: t,.
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pgetabuan dan PC!IM]‘MUD{UI aparattentang ilmu hukum pidanatergolory
jnear dan sempit. Artinya usaha menegakkan hukuso terbentuk oleh
yetidakmampuan aparat mengungkap kebenaran dan keadilan.
qentalitas untung-rugi atau mentalitas suap, Dalam pengertian ini, aparat
idak perarti mempunyai kemampuan yang rendah tentang penegakan
pukum pidana, tetapi orientasi pada kepentingan mendapatkan untung
pribﬂdi lebih dominan memengaruhi cara kerja aparat.

m\plikasi mentalitas yang seperti itu bagi tersangka/terdakwa dianggap
nig vang telah mengetahui sifatnya, Dengan demikian, apabila fersangka/
(e & ' . ¥
ordakwa tidak memberi imbalan/suap dari perkara tindak pidana korupsi
;.mg ditanganinya (meskipun perkaranya mudah dan ringan) menjadi rumit
| ,n berat penanganannya oleh aparat.
" Keputusan sebagai produk tindakan hukum, seperti surat dakwaan, surat
,untutan, dan putusan hakim tidak mencerminkan suatu analisis atau kajian
:,gxum atau oleh pertimbangan hukum pidana yang mendasar. Analisis dan
Jajian dalam mengungkapkan fakta tampak sempit dan sekedarnya, tidak
aendalam, dan kurang rinci.

Tindakan menggampangkan hukum ini dalam tingkat penyidikan dapat
diketahui dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan
subungan-hubungan hukum yang tidak lengkap dan tidak rinci terhadap
tindak pidana korupsi yang terjadi. Akan tetapi, pada tingkat penuntutan dapat
diketahui melalui surat dakwaan dan surat tuntutan yang dianggap cukup
antuk memenuhi surat dakwaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat
(2} KUHAP untuk dilakukan penuntutan, meskipun kurang menggambarkan
detail-detail peristiwa yang harus diungkap dari rangkaian hubungan hukum
dari perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pelaku dari saksi-saksi
dan barang bukti yang ada.

Pada lingkat mengadili, mentalitas ini tidak tampak sebab dalam mengadili
hakim tidak sendiri, melainkan terdiri atas 3-5 orang hakim. Dengan demikian,
mentalitas menggampangkan hukum ditutupi oleh hakim lainnya baik dalam
pemeriksaan di persidangan dalam musyawarah, maupun dalam pertimbangan
ukum putusan,

Pada tingkat banding, putusan hakim tinggi tampak hanya menguatkan
Putusan hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain
dilam pertimbangan hukumnya, Putusan pengadilan tinggi seharusnya
eluruskan esensi hukum terhadap hal yang menjadikeberatan pencari keadilan,
"kan menambah ketidakjelasan dengan mengambil alih pertimbangan hukum

“kim tingkat pertama.
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2) Tebang Pilih

Tebang pilih? berkonotasi negatif karep,

& a D) (4 .

dalam menerapkan perlakuan dalam Pe"ang;:;?:g;mg makna tigg) B
pidana korupsi. Terdapat unsur pilih kasih dajam Na ap pelaky tin i i'
bagi para koruptor. Tebang pilih dapat ik f:ﬂe'nttfan tindakan uﬂk :-
dalam satu peristiwa yang sama; satu kasus ditan gan(:ls‘ﬁgle:;i: hlz:I, Yaity s ;’; :
tidak, (b) dalam satu kasus yang sama sescorang ditetapka 1;’ asus lainnyd
sedangkan pihak lain dibebaskan. pKan sebagai tersang

Nuansa tebang pilih di dalam penegakan hyk v

; <um berkai .

dan proses yang dllakukar} o.leh penyidik polis;, mauplftl;]]f:;‘ll(t.;lzll i?f:;akhvim ;
Dilakukan dal.am penyelidikan dan penyidikan aktivitas Ptglyi dik F“mu o8
penentuansubjek hlfk'um yangakan ditetapkan seba gaitersangka dan ::: ddalam :
Fenomena .teba.nz.; pilih dalam penegakan hukum dapat dikategorikan |
bagla.n dari akm{x_tas s:ubkultur suap. Masyarakat tidak mengetahui ba S‘,Ebagai i
praktik te?l?ang pilih dilakukan, kecuali aparat penegak hukum yang m g]anmana :
tebang pilih dan orang-orang yang dipilihnya, yang melakyk,,

3) Membatasi Jangkauan Hukum
Perbedaan antara tindakan membatasi jangka ’de

pilih: terletak pada identitas subjek hukumn){a. galz::;r;i:g:;z r:::izr:;;bang
menjauhkan dari jangkauan hukum identitas subjek hukumnya merup:kt:u
orang-orang yang memunyai jabatan penting atau pejabat tinggi dan sejenisn :
Dala.m tindakan tebang pilih identitas subjek hukumnya tidak harus Ora);‘
penting, tetapi bisa siapa saja yang memunyai kemampuan ekonomi dan akscg
terhadap aparat penegak hukum.

4) Mempersempit Pemaknaan Hukum
Penyempitan pemaknaan hukum memunyai arti sebagai upaya membatasi

pemaknaan hukum untuk kepentingan khusus yang biasanya disesuaikan
dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.”

Penyempitan pemaknaan hukum muncul ke permukaan dalam wujud
perbedaan pemaknaan hukum, misalnya pemaknaan dalam memaknai
pengertian melawan hukum, bersama-sama melakukan perbuatan, penangguhat
penahanan, dan lain sebagainya.

Penyempitan pemaknaan hukum dapat terjadi antara penyidik deng®®
penuntut umum atau antara penyidik dan masyarakat penggiat antikorup®!
Perbedaan persepsi dalam pemaknaan melawan hukum menjadikan bolak

Dalam istilah kehutanan, tebang pilih sebagai kegi e
PBI Edisi TV. Op.Cit. him. 141

an memperbaiki hutan, KBBI- 1
Tiduk Lagi Otentik, Jurnal Hukum Suprem-*

atan penebangan dalam rangk

7

pemeliharaan hutan, bertuju
5 Yudi Kristiana, 2011, Ketika Hukum

No. IV Vol. 1.
¢ Ibid.
1w Ibid. X
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e perkas perkara antara penyidik dan penuntut umun. Dalam
e anya antara penuntut umum dengan hakim menyebabkan banyak
ol UH.I; rupsi dibebaskan karena menurut jaksa penuntut umum terbukti
” 'u".‘.\h dan diyakini bersalah, tetapi oleh hakim tidak terbukti. Perbedaan
""u" jerus bcrlnng.sung mulai dari tingkat pertama hingga banding dan kasasi.
,yang terjadi dalam hubungannya antara penyidik dengan masyarakat
Korupsi misalnya mengenai boleh tidaknya dilakukan penangguhan
. “::i\"““*"’ sah, atau tidaknya penangguhan penahanan.

'l,cm,cmpitan makna huku m cenderung merujuk pada kepentingan aparat
- n;L,ngonstmksi atau melindungi kasus dengan menggunakan tema-tema
R o o " y . . o

jum sebagal simbol. Hal tersebut seolah-olah menjadi bagian peristiwa atan ’

© L payang memunyai makna tepat, utuh, dan benar.
Sall
WA

Memanfaatkan Berat-ringannya Ancaman Pidana
Ml,,,mnfaatkan kefentuan berat-ringannya ancaman pidana mengandung
_pgertian pahwa hakim dalam menentukan perbuatan dan kesalahan hanya
_rdasarkan pada ketentuan hukum prosedural.
~ Kelentuan berat-ringannya hukuman digunakan dan dimanfaatkan oleh
pakim tidak saja untuk menerapkan hukum prosedural, namun juga untuk
endapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan tersebut diperoleh dengan
penerima tindak pidana suap dari terdakwa atau keluarganya. Terdakwa yang
. Jak tahu akan dijatuhi berat atau ringan hukuman, sesuai atau tidak dengan
rerbuatan dan kesalahan yang dilakukan. Namun rasa takut dan cemas untuk
menjalani kehidupan di penjara. Oleh aparat penegak hukum dimanfaatkan
.ntuk mendapatkan keuntungan, dengan memberikan geolah-olah ancaman
pidana akan berat atau ringan. Hal ini menyebabkan terdakwa berusaha untuk
memberi materi atau uang.

Ketentuan berat-ringannya ancaman pidana oleh sebagian aparat penegak
hukum dapat dimanfaatkan sebnagai sarana memperoleh keuntuangan materi
{rngan modus membuat pernyataan atau ucapan-ucapan yang memberatkan
stiu meringankan terangka/ terdakwa, seolah-olah secara yuridis hukumannya
ihan berat atau akan ringan.

(. NILAI-NILAI SPIRITUALDAN HUMANIS DALAM PEMIKIRAN HUKUM
INTEGRASI ILMU HUKUM DAN MORAL

Integrasi' ilmu hukum pidana dan moral merujuk pada paradigma

" Konsep integrasi hakikatnya mengandung makna dantipologi. Pertama, integrasi
“igandung maknaimplisit reintegrasi yang dimaknai sebagai penyatuan kcimb.\li ihm{ dan
imasetelah keduanya terpisah, Kedua, integrasi mengandung makn.? unity, b.\hw.a ilmu
190 agama merupakan kesatuan primurdinl. Makna yang pertama Jebih populer di Barat
Temasejarah membuktikan pemisahan tersebut, Makna kedua lebih banyak berkembang,
"Yunia Timur (Islam) karena secard ontologis diyakini bahwa kebenaran iliou dan agama
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pemikiran hukum yang memandang hukum dan moral sebagai satu-kesgy,,
tan tidak tercerai. Tokoh yang menganut paham ini, di antaranya Jﬂn.‘,‘;h
Fitzjames Stephen, geterusnya dipertahankan oleh Hakim Patrick A. Deyj; "‘]
dan kemudian diteruskan oleh Alfred Thomson Dening,”

Di Indonesia pemikiran tentang pentingnya moral dalam pengembgp,
ukum secara tegas dikemu.kakan oleh Mulyatno, Satjipto Rahardjo, Ba,:j”
Nawawi Arief, dan Gunaryati Hafrtono. Selanjutnya dalam perkembangannyd'
banyak diteruskan 010!1 penstudi l}ukum di berbagai universitas di Indoney;,
Termasuk dalam seminar yang dilaksanakan “Kedhewa” sekarang ini, Siht.
dan ciri-cirinya masih sebatas wacana yang perlu konkretisasi atau teoris,».s{

Argumcntasi utama pentingnya kebutuhan moral yang menyatu dﬂla;l
hukum pidana, yaitu berperan untuk: (i) melestarikan tradisi dan ada:
istiadat; (i) penegakan moralitas; (iii) mencegah terjadinya kesalahan; dan (iv)
mengangkat atau menyempurnakan karakter manusia." Oleh karenaitu, upay,
mengembangkan kembaliintegrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai ilm,
hukum pidana dan penegakan hukum pidana secara substantif harus diserty
usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Salah satunya adalah Upay,
pengembangan kultur hukum sebagai bagian studi ilmu hukum pidana. Olch
Barda Nawawi Arief sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana
yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilaj
sosiokultural masyarakat Indonesia.”

Penggalian nilai-nilai bertujuan untuk mencerminkan sifat kemanusiaan
(humanism), sifat ketuhanan (spiritual/relegiusitas) dan sifat kemasyarakatan
(sosial) aparat penegak hukumyang berdasarkan Pancasila. Sehingga diharapkan
masa depan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa

secara spesifik moral merupakan satu. Arqom Kuswanjono, “Integrasi IImu dan Agama’,
Sadra International Institute, Sadm.or.id/ﬁlsaﬁz!»irfan/i:1lcgrusi-ilmu-dun~aganm.html. Diakses
tanggal 9 Mei 2013.

2 Telah 35 tahun sejak H.L.A. Hart menerbitkan Hukum, Kebebasan dan Moralit
menandai awal perdebatan H.L.A. Hart - P. Devlin mengenai penegakan moralilas olel
hukum pidana, dan125 tahun sejak James Fitzjames Stephen menerbitkan Liberty, Equalits
Fraternily, yang menjadi awal debat yang sama dengan JohnStuart Mill. Perhatian Kodu/nm'.\
pada perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana perlunya moral alau tidak. Klaim
Mill dan Hart mengatakan “Tidak”, sedangkan Fitzjames Stephen dan Devlin mengalaki
“Ya.” 1ihat, Gerald Dworkin, Devlin Was Right; Law and the Enforcement of Morality, W illiam

and Mary Law Review, Volume 40, [ssue 3.1999, him. 927.

1 Alfred Thomson Dening, adalah pengacara dan hakim di Inggris, seorang kri;ﬂ"“'
terkend

yang taal. Keputusannya selalu mendasarkan kepada agamanya. Tulisannya yang i
Without religion there is no morality and without morality there is no law di muat dnlam" -
Telegrap (London),6 Maret 1999. en.wikipcdin.org/wiki/u!f('d_clening.hanmA_dming. Diake

tanggal 21 Mei 2014.

1 Gerald Dworkin, Op.Cil. . '
5 Barda Nawawi Ariel, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada,

him. 25.
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+melainkan juga “berdasarkan

< tegas tidak hanya “berdasarkan hukum”
P» namun juga membutuhkan

;:,,.;l”-" Meneg;au!ccll(an hukum saja tidak cuky
coral supaya ke IALpAn berhul.cum menjadi adil dan bermoral,

M‘-‘m"dek ar;lulln?u hUkufn pidana dan moral dalam konsep integrasi inilah
,ang aPab“a berfunsisebagai keran.gka berpikir hukum, tidak sajamembentengi
Jatak penegak.an hukum Ir.\donesm yang religius bermoral, akan tetapi, lebih
priitu sebagai upaya menjawab kegagalan penegakan hukum pidana karena
enghadirkan per.nahamanhukum yang parsial dan cenderung koruptif, Melalui
ategrasi memberikan arahyang jelas dalam penggunaan dan pemanfaatan ilmu
sukum pidana, yakni sebagai bentuk pengabdian pada nilai-nilai kemanusiaan
4inkebaikan, bukan sebaliknya menjadi alat kepentingan dan kekuasaan untuk
-enindas kebenaran dan anti keadilan,

pemikiran ilmu hukum pidana dan moral, sebelum ini dipahami dalam
uik pandang legal positivisme, sehingga meskipun dari sudut pembentukan
-ukum mencerminkan kedua aspek itu, tetapi sesungguhnya tidak menyatu,
vrpisah dari pemikiran dan tindakan hukum aparat penegak hukum sebagai
tugian yang melekat dalam pengembanan hukum. Dalam realitas yang muncul
dalah penegakan hukum dengan nilai-nilai huku'm
modern yang mekanistik prosedural. Individual dan material, serta kapi‘tahs.
Pembicaraan hukum dan moral tidak lebih sekedar persoalan tekstual, d.n lu.-mr
simbaran hukum yang sebenarnya, karena cara berpikirnya yang; objekti,

"nggal dan tidak menafsirkan.
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"Mstruktivisme, gambaran hukun
Yintekstual (law as relative and contextun
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anyang diciptakan oleh
4

yang “bernurani kuat”
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u hukum dan moral, dipandu paradigma

\ tampak nyata, sifatnya yang relatif dan
I consensus). Hukum dipahamkan sebagai

“"\.\_—— isi-Sisi Lai : Hukum Indonesian, Kompas, Jakarta,
\ -:3. Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-5is! Lain Dari
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integrasi ilmu hukum pidana dan moral. Apabila dimaknai dan dihayati secar,
mendalam akan terkoneksi pada sistem hukum nasional yang menjadi ramby.
rambu sistem penegakan hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila
dengan penegasan, yaitu: (a) filsafat, teori, dan ilmu hukum baru yang memiliki,
(b) landasan religiusitas, moral, dan spiritual manusia Indonesia bzlxhwa hukum
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1 ° pasal 2 ayat (1) peradilan dilakukan be
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‘ anan Yang
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Maha Esa. Ayat (2) peradilan negara menerapk
pukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Kt e
pasal 4 ayat (1), pengadilan mengadili .
membeda-bedakan orang, Pasal SgO a)lfl:ltn(lle)ngf:tl\tl ——, de;\ s

, putusan pengadilan selai

harus merm'lat alasan dan dasar putusan tersebut juga rirglemuat paasl;
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
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Merujuk pada pendekatan yuridis ilmiah religius Barda Nawawi Arief,”
ryal 2ayat (1) UU No. 48/2009, yang menyebutkan peradilan dilakukan “Demi
keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha fisa”. Pasal 8 ayat (3) UU No.
1#/2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan, ” Demi keadilan dan kebenaran
widasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan

keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Halitu menunjukkan integrasi
Imuhukum dan moral memiliki akar filsafat dan religiusitas dalam penegakan

lukum di Indonesia
' ¢ 58, terdapat perintah untuk

Dalam Al-Quran Surat An-Nisaa aya '
"negakkan keadilan yang ditegaskan sebagal berikut:
' ikan: spada yang
38 Sesungguhnya Allah menyuruhkamt menynmpmknn ar:lu"n;w‘::;;l»‘ :::\ ,vn]\ l(};
s cer (mcnyuruh ot npﬂbﬂg.!‘ﬂa}q-“;\; youhnya Allah
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ¢ 88
! # berorientasi pada
1 posilif. [stilah
katan Keilmuart

jah pendekatan yan
. ept:kkﬂn fulkum pidar
Arief, Pende

Iy Pendekatan yuridis {Imiah religius ad
"hukum pidana dan tuntunan Tuhan dalam men g \
hiny i arda Nawawl
by ly" pendekatan {lmu hukum B¢ rlfctuhmmlﬂ-

"t dan Pendekatan Relegius, op.Cit. him.71. : 103
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Al-Quran Surgy An-Niga, a):at 1(35-
135, Wahai orang-orang yang berirr;an jadilah

penegak keadilan, menjadi gakgi karen i lll o
atau ibu bapa d; o Allah
Allah lebih tahy kem

|

l,t‘ l\, yl] + u 10 |
|

_ YA Repadamu, Gpq
1 melihay,

Kamu orang yang benar-},(.
bmrpun terhadap dirimy g, iy
1901} Kaya ataupun miskin, M:i“
nafsu Kareng ingin men o - Vaxa janganlah kamy mengikutj h(; "
balikkan (knta-katn) alauyen P«'J:ll% da‘rl' e naran. dan jika kamu mem ,‘ .
adalah Maha Mengetahy segﬁ Menjadi saksi, Maka Sesungguhn)’n Allyy,

orang yang tergugat atan . aapa {ang kamuy kerjakan, [361] M‘"‘ksudnyd.

ang terdakwa,
-Quran Surat Al-Maidah aygt 8; e

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah
sclal}x menegakkan kebenamn) karena Allah, n agjf
dan janganlah sekali-kali kebencianmy terhadap sesuatu kaum, mendo;o :
kamu untuk Berlaku tidak adil, Berjag . adillah, karena adil it Tebih oy
kepada takwa, dan bertakwalah .

kepada Allah, Sesungguhnya Allah M
mengetahui apa yang kamu kerjakan, s y:

amu Jadi orang-orang y,
menjadi saksi denga

Penyemaian nilaj-nilaj spiritual dan humanis

kontekstual dengan pemikiran hukum integrasiilm
kontekstual dengan sistem hukum nasional yang berbasis moral, religius day,
sosial sehingga melahirkan kontrol intelektual, dan kritik diri. Penyemaiap
nilai-nilai spiritual dan humanis dalam integrasi ilmu hukum dan moral dalap,
penegakan hukum menuntut kesadaran dan keiklasan dalam hal kesanggupan
melakukan pengamatan yang cermat, menuntut kesanggupan untuk meliha
hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-lfesalz.lhan yang |
terselubung, serta waspada terhadap pembenaran dirinya (rasionalisasi) yany
dicari-cari dari segala hal yang tidak relevan, terhadap prasangka-prasangia,
terhadap pembutaan oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok( go]ongan.

Penyemaian Nilai-nilai spiritual dan humanis dalam pomxerm? hulf!nm.

5i ; 4 an Moral dapat digambarkan sebagai berikut

Integrasi [lmu Hukum Pidana dan p

dalam penegakan hukyp,
thukum pidana dan mory),

a. Kesadaran moral menegakkan kebena'ran da'n keadi-lan esunsir:::
merupakan ajaran agama sebagai perintah Tuhan juga perintah UU un
melakukan kebaikan untuk sesama. .

b. Kesadaran moral dalam menegakkan hukum nmmbufuhkrum(,.tf). u‘mn ,‘,‘

: sikap kritis, dan obyektif yang berpa.ngkal pada kctbexmr’m‘l M;bilg:;l .m;;m\ zm

c.  Upayamenyingkap kasus tindak pidana korupsi berdasar “amlmu .
pidana, teori hukum, dan filsafat hukum dengan landasan agam

al religius. ‘ e

d. }\T/;::;:L;Ll:.?;: interpetasi (pemahaman), mengons‘:lruksi, dan smler?:(]l:‘-‘ln'-'
secara dialektis, kasus tindak pidana korupsi, l.nm-\cakup perbu:
kesalaban, dan pertanggungjawabannya agar menjadi konkrel.

' @ Setia, Bandung, him. 11.
' Puspoprodjo, 2004, Logika llmu Menalar, Pustaka Setia, Bandung,

|
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i cbagal simpulan adalah sebagai berikut:

ferjadi fenomena paradoks penega

2 penegakanh K ve g kan hukum yang menggambarkan kultur
pukum peneg ukum saatini. Konstruksi mental

Jorung me e - al aparat penegak hukum
cenderung menge spresikan aktivitas mental menggampangkan hukum
ebang pilihy membatasi jangkauan hukum, mempersempit pemaknaan
hukum, dan memanfaatkan ketentuan berat danringannyaancaman pidana, {
y  pemikiran integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam penegakan |
hukumdibutuhkan untuk menyemai nilai-nilai spiritual dan humanis dalam
kehidupan penegakan hukum, dengan paradigma konstruktivismesebagai
pemandu mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai spiritual

ngan memposisikan integrasi ilmu hukum pidana dan
ap pembenaran diri

!
i

dan humanis de
moral sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri terhad

(rm,iunallmnsl) yang, dicari-cari dari segalanya yang tidak relevan dengan
nilal kebenaran dan keadilan ddan kebaikan.
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